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Pencabutan RembehasanBeiayaseat

No. SK :

Per syar atan

pemasyarakatan yang melakukan pelanggaran hukum.

Sistem, M ekanisme dan Prosedur

‘ 1. Permohonan tertulis dari masyarakat untuk mencabut Pembebasan Bersyarat terhadap klien

1. Masyarakat mengajukan permohonan secara tertulis pencabutan PB kepada Bapas dimana klien

pemsayarakatan mendapatkan bimbingan

2. Apabila masyarakat mengajukan permohonan secara lisan, petugas pada Bapas mebantu menuliskan

permohonan pada form permohonan pencabutan PB;

3. Masyarakat dimintakan keterangannya terkait dengan permohonannya dituangkan dalam berita acara

pemeriksaan;

4. Permohonan dan keterangan dari masyarakat menjadi bahan sidang untuk merekomendasikan

pencabutan PB kepada Menteri Hukum dan HAM secara berjenjang.

Waktu Penyelesaian

20 Hari kerja

Biaya/ Tarif

Produk Pelayanan

1. Ditindaklanjutinya permohonan masyarakat tentang pencabutan pembebasan bersyarat terhadap

klien pemasyarakatan yang melanggar hukum

Pengaduan Layanan

| Tidak dipungut biaya

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Sabtu, 09 Nov 2024 pukul 23:12. Klik di sini untuk melihat halaman asli.
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1. Publik menySHIRATNAYT AR KRIASLEARS ana yang disediakan UPT Bapas;

2. Pengaduan dikelola oleh Unit Layanan Pengaduan dengan menyampaikan rekomendasi kepada

Kepala Bapas;
3. Kepala UPT Bapas menelaah dan memberi arahan dalam rangka merespon pengaduan;

4. Pejabat yang terkait dengan pelayanan melakukan perbaikan dan/atau memberikan klarifikasi kepada

publik yang menyampaikan pengaduan.

Pengaduan atas layanan tersebut dapat disampaikan melalui tatap muka secara langsung; lewat

website http://bapaslahat.com/pelayanan/layanan-pengaduan-whistleblowing-system/, atau kotak

layanan pengaduan

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Sabtu, 09 Nov 2024 pukul 23:12. Klik di sini untuk melihat halaman asli.
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